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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yulianti binti La Hadi, tempat dan tanggal lahir Toe, 10 Oktober 1991,
agama lIslam, pekerjaan Nelayan, pendidikan
SLTP, tempat kediaman di Lingkungan Toe
RT/RW  001/002, Kelurahan  Pammase,
Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang,

sebagai Penggugat;
melawan

Jum Hambri bin M. Jufri, tempat dan tanggal lahir Bengalon, 09
September 1991, agama Islam, pekerjaan
Nelayan, pendidikan SLTP, dahulu bertempat
kediaman di Lingkungan Toe RT/RW 001/002,
Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang,
Kabupaten Pinrang yang sekarang tidak
diketahui keberadaanya yang pasti di Wilayah
Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07

Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang pada
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Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08  Oktober 2020 dengan register perkara  Nomor

856/Pdt.G/2019/PA.Prg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan
pernikahan secara Syar'l di Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten
Sidrap, Propinsi Sulawesi Selatan pada hari Sabtu tanggal 09 Juli 2011
yang dinikahkan oleh Imam Setempat bernama Imam Ummareng dan
penyerahan wali nikah saudara kandung ayah Penggugat bernama
Alimuddin bin Baba melalui telpon kepada Imam Setempat yang
bernama Ummareng dan yang bertindak sebagai saksi masing-masing
bernama Wa' Neke dan Larasi dengan mahar uang senilai Rp.
150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) tunai.
2. Bahwa pada waktu menikah, Penggugat berstatus Perawan dan
Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai hubungan
darah sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin.
4, Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tidak
memperoleh surat nikah dari pejabat yang berwenang karena pada saat
pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak menyampaikan secara
administrasi ke Kantor Urusan Agama setempat;
5. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dengan
Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah nenek Tergugat
selama 3 bulan kemudian pindah kerumah kontrakan di Kalimantan
Timur selama 4 tahun da terakhir pindah kerumah orang tua Penggugat
di Kelurahan Pammase Kecamatan Tiroang selama 1 bulan.
6. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak
dikaruniai anak.
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2016
dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai diwarnai
perselisihan.
8. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan
Tergugat di sebabkan karena Penggugat meminta izin kepada Tergugat
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untuk pulang ke Pinrang melarawat orang tua Penggugat yang dalam
keadaan sakit namun Tergugat tidak memberikan izin untuk pulang ke
Pinrang

9. Bahwa pada bulan Juni 2016 adalah puncak perselisihan antara
Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat menjemput
Penggugat di rumah orang tua Penggugat untuk kembali ke Kalimantan
namun Penggugat tidak bisa ikut dengan Tergugat karena orang tua
Penggugat masih dalam keadaan sakit sehingga terjadilah perselisihan
dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang
mengakibatkan Tergugat pergi meningalkan Penggugat di Kelurahan
Pammase kecamatan Tiroang.

10. Bahwa sejak saat itu Tergugat tidak pernah mengirim informasi
kepada Penggugat tentang keadaan dan keberadaannya yang sekarang
berlangsung selama 3 tahun 4 bulan, sesuai dengan surat keterangan
Ghaib dari Pemerintah Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang,
Kabupaten Pinrang, dengan nomor : 92/PMS/X/2019 tertanggal 07
Oktober 2019.

11. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak ada pihak keluarga yang
berusaha merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat..

12. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat
sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah
sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan

gugatan cerai terhadap Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang
memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat

2, Menetapkan sah pernikahan antara Jum Hambri bin M. Jufri

dengan Penggugat Yulianti binti La Hadi dilaksanakan pada hari Sabtu
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tanggal 09 Juli 2016, di Desa Mario, Kecamatan Kulo, Kabupaten
Sidrap, Propinsi Sulawesi Selatan.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Jum Hambri bin M.
Jufri terhadap Penggugat Yulianti binti La Hadi.
4, Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.
Subsider:
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan
perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan
yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah
hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak
dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat
mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7315090111050024, Tanggal 11

Desember 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.). Diberi tanggal dan paraf

Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.
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Saksi 1, Nurhayati binti Laupe, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan mahasiswa, bertempat tinggal di Lingkungan To'e,

Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, di bawah

sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat tetangga saksi
dan kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan
Tergugat karena saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa saksi hanya mengetahui masalah pisahnya Penggugat dan

Tergugat;

Saksi 2, Kasmawati binti Syamsu, umur 23 tahun, agama Islam,

pendidikan SLTP, pekerjaan lIbu Rumah Tangga, bertempat tinggal di

Lingkungan To'e, Kelurahan Pammase, Kecamatan Tiroang, Kabupaten

Pinrang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat tetangga saksi
dan kenal Tergugat setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Penggugat dan
Tergugat karena saksi tidak hadir saat pernikahan Penggugat dan
Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah;

- Bahwa saksi hanya mengetahui masalah pisahnya Penggugat dan
Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan
menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan
tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;
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Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu
hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi
sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2008
yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 1 Tahun 2016
tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,
maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa
hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir,
dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan
hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan
Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kumulasi
itsbat nikah dan cerai, terhadap hal tersebut majelis hakim menilai kumulasi
itsbat nikah dalam rangka perceraian dapat dibenarkan sebagaimana ketentuan
Pasal 7 huruf 3 ayat a Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya
pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mengajukan dalil-
dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan secara Syar’l di Desa Mario, kecamatan Kulo,
Kabupaten Sidrap pada tanggal 9 Juli 2011 yang dinikahkan oleh Imam
setempat yang bernama Ummareng dan wali nikah saudara kandung ayah
Penggugat bernama Alimuddin bin Baba yang selanjutnya melalui telepon

menyerahkan perwalian kepada Imam dan disaksikan masing-masing bernama
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Wa’ Neke dan Larasi dengan mahar berupa uang senilai Rp 150.000 (sereatus
lima puluh ribu rupiah) tunai, selain itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak
memiliki halangan kawin, namun demikian perkawinan antara Penggugat dan
tergugat tersebut tidak memiliki buku nikah, oleh karenanya Penggugat
mengajukan itsbat nikah dalam rangka perceraian dengan Tergugat, sebab
meski awalnya rukun berumah tangga di rumah nenek Penggugat namun
belum dikaruniai anak, namun akhirnya pisah tempat tinggal pada bulan April
n2016 Tergugat pergi ke Kalimantan dan sampai sekarang tidak pernah ada
kabar beritanya, dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi fotokopi
kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten
Pinrang bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh
pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah
disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian
sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa
Penggugat adalah warga yang memiliki domisili di Kabupaten Pinrang
sehingga pengajuan perkara cerai gugat yang dikomulasi dengan isbath
nikah yang diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Pinrang telah
sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan
Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang No. 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-
tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian,
maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan
perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:
Nurhayati binti Laupe dan Kasmawati binti Syamsu, keduanya telah
memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang
memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,
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namun keterangan kedua saksi tersebut tidak menghadiri langsung dan tidak
mengetahu perkawinan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya mengetahui
masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kedua saksi tersebut
tidak memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi
tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di persidangan menyatakan
tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain mohon putusan.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan
dalil-dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak.Menimbang,
bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan
ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya
perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 316.000,00 ( tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Dra. Hj. Fatmah Abujahja
sebagai Ketua Majelis, Rusni, S.H.I dan Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H., masing-
masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rismawaty B., S.H. sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota Ketua Majelis,
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusni, S.H.I Dra. Hj. Fatmah Abujahja

Hakim Anggota

Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Rismawaty B., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran :Rp 30.000,00
- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan 'Rp 200.000,00
- PNBP :Rp 20.000,00
- Redaksi 'Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah 'Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan No.856/Pdt.G/2019/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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